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PERATIlRAN DAERAH KABUPtTEN TASIKMALAYA 

NOMOR ; 4 T~ 2003 

TENTANct 
RETRIBUSI PELAY ANAN BIDANG KOPERASI DAN 

USAHA KEClL IVlENENHAH 

DENGAN Rl\HlvIAT TUHAN Iy ANG l\AAHA ESA 

BUPATITASJYJ\~YA, 
a. balm .. a Koperasi dan Usaha Kecil ienengah merupaJum kegiatan ekonomi rakyat 

sebagai bagian integral dari perek~nomian nasi onal yang mempunyai kedudukan, 
potensi dan penman yang penting d,an &1:rategis dalam mewujudkan pembangunan 
ekonomi nasional yang kokoh; 

b_ bahwa berdasarkan pertimbangan di alas, dipandang periu meningkatkan 
pembinaan dan pengembangan K perasi dan Usaha Keeil Menengah seeara 
berdayaguna dan berhasil h'1l11a Berta berkesinamblHlgan dengall disertai peran 
serta koperasi dan Usaha Keeil Menengah bempa kontribusi langsung terhadap 
Pendapatan AsH Daerah : I 

c_ bahwa berdasarkan pertimbangan tF.fsebut pacta huruf a dan b di atas, pengaturan 
dan penetapannya perln dituanglmn dalrun Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya ; 

1. Undang-undang Nomor 14 TalnJ 1950 tentang Pembentukan Daerall-daerall 
Kabupaten di Lingkungall pmpinSi~awaBarat (BeritaNegara Talmo 1950); 

2. Undang-undallg Nomor 25 Talmn 1 92 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 
Tahun 1992 NomoI' 116, Tanlbah 1 Lembaran Negara NomoI" 3502); 

3. Undang-undang Nomor 9 T<11mn 1 95 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara 
Tatum 1995 Nomor 74, Trullbahan Lembaran Negara Nomor 3611); 

4. Tnd<mg-undang Nomor 18 Tal-am 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribm:i 
Daeran, sebagaimana telab diub 1 dengan Undang-oodang Nomor 34 Taboo 
2000 (f embaran Negara. 'Palmll 2000 NomoI" 246> Tambahan Lembru-an Negara 
Nomor 4048); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tatum 999 tentang Pemerintallan Daerah (Lembaran 
Negara Tal Ull 1999 NomoI' 60, Tal bahan Lembarrul Negal'a NomoI" 3839); 

6. Undang-undang Nornof 25 TahlUl 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah ( embaran Negara Tahun 1999 NomoI' 72, 
Tambahan Lembaran NegaraNom r 3838); 

7_ Peraruran Pemerintah NomoI' 4 T un 1994 tentang Pen:yararnn dan Tata Cam 
Pengesalmn i\lia Pendirian dan pe~1 Ibahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran 
Negara Talum 1994 Nomor 8, TaUl allan Lembar<m NegaraNomof 3540); 

8. Perab:ran P merintah Nomor ' 7 T< lID 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh 
Pemerintah (Lembaran Negara Tlmn 1994 NomoI' 24, TmnbaJlrul Lembanm 
NegaraNomor 3549); 

9_ Peraturan Pemerintah NomoI' 9 T tUl 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan 
Pirtiam oleh Koperasi (Lembanm Negara Tallun 1995 Nomor 19, Tambahan 
Lembru'an Negara Noma!" 3591); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 TalllUl 1998 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Usaha Kecil (L mbaran Negara TalUUl 1998 NomoI' 46, 
Trunbahan Lembaran NegaraNom r 3743); 

11- Peraturan Pemerintah Nomor 33 allWl 1998 tentang Modal Penyertaan pada 
Kopera'3i (Lembaran Negara Tab n 1998 Nornor 47, Trunbahan Lernbaran 
Negara~ omor 3744); 

12. Peraturan Pe erintah Nomor 25 Iallun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
dan Kewenangml Propinsi sebag~ Daerab Otonom (Lembaran Negru'a Tabun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembjan NegaraNomor 3952); 
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13. Peraturan Pemerintab Nomor ~05 Tabun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan l1aerah (Lembaran Negara Tahoo 2000 NomoI' 
202, Tambahan Lembaran NegaraiNomor 4022)~ 

14. Peraruran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Talmn 2001 N9mor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4139) ; 

is. Keputusan Menteri Koperasi d~ PPK Nomor 145fKEPfMIVIIl1998 tentang 
Petunjuk Pelaks811aaI1 Penanaman iodal Penyertaan padaKoperasi: 

16. Keputusan Menteri Koperasi d PPK Nomor 194/KEPlM/VIII1998 tentang 
Petutuuk Pelaksanaan Penilaian . esehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 
Si pan Pinjanl ; 

17. Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Nomor 3511Y.EPIM/XII/1998 tentang 
Petunjuk egiatan U~aha Simpan injam oleh Koperasi; 

18. KepUIDSatl Menteri Koperasi d 1 PPK NomoI' 09/KEP!l\lIlI/1999 tentoog 
Petur~uk P l:llrsanaan Pengendalian Simpan Pinjam; 

19. Keputusan Menteri Negara Ul11san Koperasi dan UY~1 Nomor 
20lKEP/lVleneglXIl2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Koperasi dan UKM yang Wajib Dilakukan KabupatenlKota; 

20. r eputusan Menteri Negara Urusan operasi dan UY..1I.1 Nomor 
2l!KEP/lVlenegfIV/2001 tentang renunjukan Pejabat yang Bef\Venallg untuk 
Memberikan Pengesahan Ah.1a Pendirian, Pembahan Anggaran Dasar dan 
Pembubaban Koperasi; \ 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tabun 2000 tentang Tata 
Cam dru T knik Penyusunan RrulC311gan Peraiuran Daeralt Kabupaten 
Tasikmalaya; 

22. Peraiuran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentan~ 
Pemb ntukan Organisasi PerangkatiDaerah Kabupaten Tasikmalaya. 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tisikmalaya NomoI' 4 Tahun 2002 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

D 
\. 

engan pers;J;n uan 

DEWA1"I.PERW AKll.-AN 'Y T DAERAH 
KABUP A TEN TAS {ALAY A 

IVlEl\ifLJTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KAB~ATEN TASIKMALAYA TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN BIDAlNG KOPERASI DAN USAHA KECIL 
lVIENEN AH 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Da.lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta peningkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 
c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya; 
d. Pemerintah Kabupaten adaiah Pemerintah Kabupaten asikmalaya; 
e. Db."1a6 adalah Dinas r perasi -ian Usaf-a Yecil Menengah Kabupaten Tasikmalaya; 
f Kt:'pala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Us~a Keci I Menengah Kabupaten Tasjloualaya; 
g.. Koperasi adaiah Badan Usaha yan beranggotakan or~g seorang atau barlan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatrumya b~rdasarkall prinsip koper~i sekaligus sebagai ge akan ekonomi rakyat 
yang berdasar atas asas kekeluaroaall ; 

h. Usaha _ecil adaiah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan 
b~ ~ih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dna ratli" ju a rupaib) (tidal< termasllk tanah dan bangunan 
tempat us aha) atan memiliki hasil penjualan tahlman pf11ing banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar 
rupiah) ; I 
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1. U salta Menengah adalah kegiatan ekonomi r<!kyat yang mempunyai kriteria di atas us aha kecil ; 
J' Badan adalah sekumpulan orang dan/atan modal yang mempakan kesaruan baik yang melakukan usaha 

aupun y31" tidal< nelakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
Perseroan laitmya,. Badan Us aha Milik Negara ~an Firma,. Kongsi, Koperasi, Yayasan atoo 
organisasi yang s ~enis. lembaga. dana pensiun. bentul,{ usaha tetap serta bentuk barlan laiIIDya; 

k Pendaftaratl Koperasi adalah kegiatatl pencatatan, petnberlatl akta pendirian dan pengesahan badan 
hukum koperasi : I . 

L Pel lbahan Atlggaran Dasar adalah pennohonan pensesahan untuk melakukan perubahan an...,ggaran 
da'3ar koperac;i ; 

1l1, .egiatan Usaha Simpan Pinjanl adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan 
I lenyalurkannya eialui kegiatan us aha simpan pinjani dari dan untuk anggota koperasi, calon anggota 
koperasi yang berSatlgkutan, koperasi lainnya dan aimI atlggotanya ; 

11. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatk~nya hanya usaha simpan pinjam ; 
0 , Unit Simpatl Pinjarn adalah Koperasi yang bergerak lli- bidatlg usaha simpan pinjam, sebagai bagian 

dru-i Ireg; at<m usaha l'opera<;i yang bersangkutan ~ r 
p, Kantor rabang Koperasi Simpan Pit~.iam/Unit Simpan injam adalah Kantor yang berfungsi mewakili 

Kantor Pusat dalam menjaiankan kegiatan usa.ha untu menghimpun dana dan menyalurkannya serta 
mempunyai wewenang memuruskan pemberian pirtiamSll ; 

q. Akta Pendi ian Koperasi adalah akta pe dirian yang dibuat oleh para pendiri daIam rangka 
pembentukan koperasi dan menurut anggaran dasar; 

1". • iggf 'an dasm' Koperasi adalah anggaran dasar . ebagaimana dimaksud dalrun Undang-undang 
Nomor 25 Tallun 1992 tentatlg Perkoperasiatl; 

s. Retribusi Perizinan Tertentu adatah retribusi atas keg}atan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 
pemberiall izin kepada orang pribadi atoo badan y~g dimaksudkall untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemmnaatan ruang, penggunaan sumber daya ahuIl, 
barang, prasat'ana atan fasilitas tetientu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestariatl 
lingkungan; 

t Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi dan Usalla KeHI Menengah yang se1atliutllya dapat disingkat 
Retribusi adalah p. embayaran atas pemberian pelaYEan perizinan penyelenggaraan koperasi dan 
usalIa kedl menengah yarlg oiberikan oleh Pemeriutah f abupillen; 

u. Kas Daenm adalah Kas Daerah Kabupaten T' 'ikmalara ~ 
v. Wajib Retribusi adalah 0 ang pribadi atoo barlan yang menurut peraturan perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk meiakukan pembayanm retribusi~ 
w, IVlasa retribusi adalah jill gka waktu tertentu yang me Ipakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 

e aniaatkan pelay an yang disediakan atau d'berikF. oleh Pemerintah Daerah~ 
x, Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SY..RD adalab surat keputusan yang 

menentukan besamyajumlah retribusi yang t rutang; 
y, ·at Tagihan Relribu i Daerah yang elrutiutnya dap?t disingkat STRD adaJah smm untuk melakukan 

tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa ~unga mall denda; 
z, T{ as Daerah adalab Kas Daerah Kabupaten Tasikmalara; 
aa Peny' di ' adalsh Penyidik Pol' si Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai 

dengan peraturan perundano--undatlgan yang berlaku; 
bb. P I yidik Pegawai Nege i Sipil a la1ah pejabat Pega\ a' Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 

dan ke"v~iban wltuk melakukan penyidikan terhadap pelanggat'a11 Peraiuratl Daerah yang memuat 
ketentmm pidana. 

BABll I 
NAIVIA, OBJEK DAN SUBmK RETRIBUSI 

Pasal2 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipungut retribusi 
sebagai rernbayaran alas pelayanan per;zinan penyelenggaraan koperasi dan pemberian rekomendasi 
usaha ke il menengah yatlg . isediakan atoo dibe 'ikat 01 ,h Pemerintah Kabupatell melalui Dina.~ untuk 
kepentingan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 

Pasal3 

(1) bje1 Retr'busi adalah setiap pelayanan perizinJn penyelenggaraan koperasi dan pemberian 
rekomendasi usaha kecil menengah, yang meliputi : I 
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a. Pendaftaran dan pengesahan ak1.a pendirian koperasi sebagai barlan hukum koperasi ; 
b. Pengesahan ak1:a perubahan anggaran dasar koperasi ; 
c. Pemb rian izin USP; 
d, Peniiaian Kesehatan KSP/USP ; 

Pemberian 'zin operasional pembukaan Kantor C ang/perwakilan koperasi ; 
f Penilaian klasifikasi koperasi ; 
CI . Biayajasa audit usahakoperasi oleh Kantor AJ.am an Publik/Koperasi JasaAudit (KAPlKJA) 

(2) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atoo badan yang menerima pelayanan bidang koperasi 
an u. a.lJa kecil menengah. 

BABIll 
GOLONG~'-\N RE~USI 

Pasal4 

Reh'ibusi Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Ke il Menen,gab digolongkan sebagai Retribusi 
Perizinan Tertentu. 

BABIV 
C MENGUKUR TING T PENGGUNAAN JASA 

Pasal5 

Tingkat pen,&,aunaanjasa diukur berdasarkan volume dan ~enis pelayanan penyelenggaraan koperasi dan 
usaha ke it menengall yang diberikau. 

BABV 
PRINSIP DAN SASAR.AJ.~ DALAM ~ENETAPAN STRUKTUR 

DAN BESj.\RN):7.~ TARIF 

PaiSal 6 

(I) Prinsip dan sasaran dalam penetapan strl.lktur dan bysarnya tarif reh·ibl.lsi didasarkan pada tujl.lan 
ulltuk menutup sebagian biaya penyeienggaraan pembe ian pelayanan bidal1g koperasi dan usaha kecil 
menengah . 

(' B'aya s baoaimana diI aksud ayat (1) pao;:al ini nelill'uti biaya transportasi , penyuiuhan, konsuitasi , 
bimbilwan. periindungan serta peno'"'antian biaya cetaJ{. 

BABVI 
SRUKTUR DAN BESARNYRA TARIF 

Pasal 7 

Stmktur dan besamya tarif retribuSI ditetapkan sebagai bel ikut : 

I ~t 
lb. 
I I c. 
I d. 
Ie. 
I 

I
f 
g. 

~1:S PELAY ANAN 

Bia a pendaftaran dan pengesahan akta pendirian koperasi 
Biaya pengesahan akta pembahan angganm dasar 
.Pemberian izin USP 
Biaya Penilaian Kesehatan KSPfUSP 
Biaya pemberian Izm operasiona1 pembukaan 
, ..... abangiPerwakilan KSD/USP 
Biaya penilaian kla~i:fikasi koperasi 
Fee iasa audit 

BAB VII 
WILAY AH PEMUNGUTAN 

Pasal8 

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah . 

Kantor 

BESARNYA 
(Rp). 

75.000,-
75.00(\-
50.000,-
15.000,-

100.000,-
50,000,-

5 % dari nilai kontrak 
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BAB VIII 
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBA ¥ ARAN DAN PENYETORAN 

RETRIBUSI 

Pasal9 

(1) Retribusi yang temtang dipungut dengan menggunakJ SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(2) Retribusi yang terutang dipllllgut oleh Bendaharawan Penerima padaDinas. 
(3) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati. 

PasallO 

(I) Pembayaran retribusi h3I1ls dilaksanakan sekaligus luJ as. 
(2) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah. 
(3) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatlmj dan ditetapkan lebih lmijut dengan Keputusan 

Bupaii. 

BABIX 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasall1 

(1) Masa Retribusi tmtuk Akta Pendirian Koperasi adalah . angka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan ; 
(2) Masa Retribusi untuk AIda Pe11Jbahan Anggarall Dasar Koperasi adalah j angka waktu yang lanmuya 3 

(tiga) bulan ; 
(3) Masa Retribusi untuk Pemberian Izin USP adalahjang\<a waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan ; 
(4) Masa Retribusi tmtuk izin pembukaan Kantor Cabal1gtfPeIWakilan adalah jangka waktu yang lamanya 

3 (tiga) buhm ; 
(5) Masa Retribusi untuk penilaian klasifikasi adalahj~a waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan; 
(6) Masa Retribusi untuk fee audit adalah jangka waktu yang lanurnya 3 (tiga) bulan; 

BABX 
Y..ER1NGAl"lAN, PENGURA1~GAN DAli PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal12 

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengunUlgan dJ pembebasan reb·ibusi. 
(2) Pemberian keringallall, pengurangan dan pembebasl re1ribusi hams memperhaiikan kemampuall 

masyru'akat 
(3) Tata cam pemberian kerillganan pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dan ditetapkan lebih 

lmtiut dengan Keputusan Bupati. 

BABXI I 
SANKSI ADMlNI$TRASI 

Pasal13 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepai pada waktunya aian kID'ang membayar, maka dikenakan 
sanksi administrasi bempa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang 
terutallg atau dibayar dan ditagih dengan menggullakan STRn. 

BAB XII 

KEIENTUANPi 

Pasal14 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalmn Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis peJaksanaannya akan 
diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupat) . 
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Pasal15 

Peraturan Daerah ini mulal berlaJ...'1J pada tanggal ditmdangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya~ memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya daJam Lembanlll Daerah Kabupahrtl TasilanaJaya. 

Drs. A Jll\1AD SALEH K 
Pembina Utama Muda 
~1P. 010 055 107 

LEl\ffiARAN DAERAH KABUP ATEN TASIKl\1ALA Y l 
TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI B 

Ditetapkan di : Tasilanalaya 
Pada Tanggal : 12 Mei 2003 

BUPATITASIKMALAYA 

Drs. H. T. FARHANUL HA.KIl\II MPd 
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